http://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN PATI PEMALANG
NOMOR -iETAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, menyebutkan ketentuan mengenai
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa
setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Desa menyebutkan bahwa Besaran
Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara
membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota
dengan jumlah desa di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomorl5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
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Menetapkan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

11. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK
07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1967);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014
Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan
Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1ditambah angka 18, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pemalang.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vyang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana
kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya
disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari rencana
pembangunan jangka menengah desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh  penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa  yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada
Bank yang ditetapkan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
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16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih  lebih  realisasi
pcnerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

17. Laporan Konsolidasi adalah laporan gabungan atas
realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa dari
seluruh desa yang ada di Kabupaten Pemalang.

18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara
membagi besaran tertentu dari Anggaran Dana Desa
dengan jumlah Desa secara Nasional.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
(@ Penggunaan Dana Desa diprioritaskan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;

. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah,

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dana Desa setiap desa terdiri dari Alokasi Dasar dan
alokasi berdasarkan Formula.

(2 Alokasi Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari
Dana Desa merupakan alokasi yang dibagi secara
nasional merata kepada setiap Desa.

(3) Alokasi berdasarkan Formula sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari
Dana Desa dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah
desa, dan indeks kesulitan geografis desa dengan
bobot sebagai berikut :

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah
penduduk desa;

b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah
desa;

c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka
kemiskinan desa; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks
kesulitan geografis desa.
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() Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh
kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor

(4) Alokasi Berdasarkan Formula sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Dana Desa setiap desa berdasarkan Formula = Pagu
Dana Desa Kabupaten Pemalang - (Alokasi Dasar x 211
Desa) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap desa
terhadap total penduduk desa Kabupaten Pemalang) + (10%
x rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah
desa Kabupaten Pemalang) + (35% x rasio  jumlah
penduduk miskin setiap desa terhadap total jumlah
penduduk miskin desa Kabupaten Pemalang) + (30% x rasio
Indeks Kesulitan Geografis setiap desa terhadap total
Indeks Kesulitan Geografis desa Kabupaten Pemalang)].

yang terdiri atas:

a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar,;
b. Kondisi infrastruktur; dan

c. Aksesibilitas/transportasi.

indeks

(6) Bupati menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan

Geografis desa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

(7) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, Iluas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b

bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang statistik.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap
Peraturan Bupati

Kabupaten Pemalang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR \J

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah



